
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Jual Beli Sistem Ijon Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen 

1. Pengertian Perikatan 

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang pihak, 

berdasarkan mana pihak yang satu berhak menutut sesuatu hak dari 

pihak lain, yang telah bertanggung jawab atas tuntutan tersebut. Pihak 

yang berhak menutut hak disebut kreditur dan yang bertanggung jawab 

memenuhi tuntutan disebut debitur.
1
 Hubungan antara kedua belah 

pihak merupakan hubungan hukum yang berarti kreditur dijamin oleh 

hukum atau Undang-undang apabila tuntutan tidak dipenuhi dengan 

sukarela, maka kreditur dapat menuntut di muka hakim. Maka dalam 

satu perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di satu pihak 

saling berhadapan di pihak yang lain. 

Menurut Hotman dalam perikatan adalah suatu hubungan 

hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan 

dengan itu seorang atau beberapa orang daripada mengikatkan dirinya, 

yang berhak atas sikap yang demikian itu. Menurut Abdulkadir 

Muhammad, bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi 

antara orang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, 

atau keadaan. Menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum 

yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar 
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mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban 

(debitur) atas sesuatu prestasi.
2
 

A. Objek dan Subjek Perikatan 

a. Objek Perikatan 

Objek perikatan merupakan hak dari kreditur dan kewajiban 

dari debitur, yang menjadi objek perikatan adalah prestasi yaitu hal 

pemenuhan perikatan. Macam-macam prestasi antara lain: 

memberikan sesuatu yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas 

benda dari debitur kepada kreditur seperti membayar harga, 

melakukan perbuatan yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah 

ditetapkan dalam perikatan misal memperbaiki barang yang rusak, 

tidak melakukan suatu perbuatan yaitu tidak melakukan perbuatan 

seperti yang telah diperjanjikan misal tidak mendirikan bangunan. 

b. Subjek Perikatan 

Subjek perikatan merupakan para pihak pada suatu 

perikatan yaitu kreditur yang berhak dari debitur yang 

berkewajiban ata prestasi. Pada debitur terdapat dua unsur, antara 

lain utang debitur kepada kreditur dan harta kekayaan debitur yang 

dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang. 

B. Perikatan dari Objek, Subjek dan Daya Kerjanya sebagai berikut : 

1. Objek perikatan 

a. Perikatan untuk memberikan sesuatu 

b. Perikatan untuk berbuat sesuatu 
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c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu 

d. Perikatan mana suka (alternif) 

e. Perikatan fakultatif 

f. Perikatan generik dan spesifik 

g. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi 

h. Perikatan yang sepintas lalu dan terus menerus  

2. Subjek Perikatan 

a. Perikatan tanggung menangung 

b. Perikatan pokok dan tambahan 

3. Daya kerja Perikatan 

a. Perikatan dengan ketetapan waktu 

b. Perikatan bersyarat 

C. Jenis Perikatan dibedakan sebagai berikut : 

a. Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak 

berbuat sesuatu (Pasal 1235 KUH Perdata). 

b. Perikatan bersyarat ( Pasal 1253 KUH Perdata). 

c. Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268 KUH Perdata). 

d. Perikatan alternatif atau manasuka (Pasal 1272 KUH Perdata). 

e. Perikatan tanggung menanggung atau solider (Pasal 1278 KUH 

Perdata). 

f. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 

KUH Perdata). 



g. Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304 KUH 

Perdata)
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D. Unsur-Unsur Perikatan ada 4 sebagai berikut : 

a. Hubungan hukum, adalah hubungan yang terhadapnya hukum 

melekatkan hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban 

pada hak lainnya. 

b. Kekayaan yang dalam kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran 

yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum, 

sehingga hubungan hukum itu dapat disebut perikatan 

sekalipun hubungan itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan 

tetapi masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu 

hubungan hukum itu diberi akibat hukum pada hubungan 

perikatan. 

c. Pihak-pihak sebagai subyek perikatan adalah bahwa hubungan 

hukum harus terjadi antara dua orang atau lebih. Pihak yang 

aktif adalah pihak kreditur atau yang berpiutang, sedangkan 

pihak yang pasif adalah pihak debitur atau yang berhutang. 

d. Prestasi adalah macam-macam pelaksanaan dari perikatan dan 

menurut ketentuan KUH Perdata dibedakan atas memberikan 

sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. 

E. Persyaratan Perikatan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 

1365 KUH Perdata 
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a. Harus terdapat perbuatan subjek hukum baik yang bersifat 

positif atau negatif. 

b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum 

c. Harus ada kerugian 

d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum 

dengan ganti kerugian 

e. Harus ada kesalahan.
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2. Pengertian Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen adalah suatu upaya untuk menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen. Dalam memenuhi kebutuhan mengenai barang dan jasa 

yang diinginkan, dapat menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara 

konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya pemberdayaan konsumen 

melalui Undang-Undang yang tujuannya untuk melindungi 

kepentingan konsumen dan bukan untuk mematikan para pelaku usaha. 

Dalam setiap orang maupun badan usaha, yang berbentuk badan 

hukum atau bukan badan hukum yang telah didirikan dan 

berkedudukan ataupun melakukan kegiatan dalam suatu wilayah 

hukum yang berada di Republik Indonesia.
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Perlindungan hukum kepada konsumen dapat diwujudkan 

dalam dua bentuk pengaturan. Pertama, melalui suatu bentuk 

perundang-undangan tertentu yang sifatnya umum untuk setiap orang 
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dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Sedangkan kedua, melalui 

perjanjian yang khusus dibuat para pihak (pelaku usaha dan 

konsumen) dengan isinya antara lain mengenai ketentuan tentang ganti 

rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa. Selain itu 

perlindungan untuk konsumen dipandang secara materiil maupun 

formiil makin sangat penting, dengan keadaan jaman sekarang makin 

lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor 

penggerak bagi produktifitas dan efisiensi. 

Produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam 

rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai 

kedua hal tersebut, bahwa dalam tahap akhir baik langsung atau tidak 

langsung, maka konsumen yang pada umumnya mendapatkan dan  

merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk 

memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan. 

Konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk 

segera dicari solusinya, terutama di Indonesia. 

 Mengingat sedemikian kompleknya permasalahan yang 

menyangkut perlindungan konsumen. Lebih-lebih menyongsong era 

perdagagan bebas yang akan datang guna melindungi hak-hak 

konsumen yang sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan 

keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang 

jujur. Pada era perdagangan bebas dimana arus barang dan jasa dapat 

masuk ke semua negara dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi 

adalah persaingan yang jujur. Persaingan yang jujur adalah suatu 



persaingan dimana konsumen dapat memilih barang atau jasa karena 

jaminan kualitas dengan harga yang wajar. 

Oleh karena itu pola perlindungan konsumen perlu diarahkan 

pada pola kerjasama antar negara. Adapun subjek dan obyek tersebut 

adalah sebagai berikut : 

a. Subyek Jual beli 

1) Konsumen 

Konsumen merupakan orang atau pemakai jasa dan barang 

yang terdapat di lingkungan masyarakat, baik dalam kepentingan 

sendiri maupun keluarga dan orang lain, yang barangnya tidak 

diperdagangkan kembali. 

2) Produsen 

Produsen merupakan orang perseorangan atau badan usaha 

yang terbentuk dalam badan hukum maupun bukan badan hukum 

yang mempunyai kedudukan maupun melakukan kegiatan di 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui suatu perjanjian yang dilaksanakan dalam 

berbagai bidang ekonomi.
6
 

b. Objek Jual beli 

1) Barang 
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Barang merupakan benda yang terwujud maupun tidak 

terwujud yang dapat bergerak maupun tidak dapat bergerak, dapat 

dihabiskan maupun tidak yang bisa dimanfaatkan, digunakan oleh 

konsumen. 

2) Jasa 

Jasa merupakan layanan berbentuk pekerjaan maupun 

prestasi yang telah tersedia untuk masyarakat, yang dimanfaatkan 

konsumen untuk pengertian barang maupun jasa yang telah 

dibatasi oleh undang-undang, misalnya dibidang kesehatan, 

pendidikan maupun agama. 

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 

Dasar hukum perlindungan konsumen adalah  Undang-undang 

No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan lahirnya 

hukum perlindungan konsumen telah mengedepankan 5 asas yang 

relevan dalam pembangunan nasional yaitu azas manfaat, azas 

keseimbangan, azas keadilan, azas keamanan dan keselamatan 

konsumen serta kepastian hukum.
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3. Tujuan Undang Undang Perlindungan Konsumen 

Tujuan yang telah diyakini biasa memberikan arahan dalam 

implementasinya ditingkatkan praktis.
8
 Dengan adanya tujuan yang 
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jelas, Adapun tujuan lain di terapkannya Undang-undang No. 8 tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut : 

a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 

untuk melindungi diri 

b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkan dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. 

c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d) Menciptakan hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi. 

e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawa dalam berusaha. 

f) Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, 

kenyaman, keamanan, dan keselamatan konsumen.
9
 

Untuk itu Undang-Undang perlu mengatur kepentingan konsumen, 

maupun pelaku usaha yaitu mengenai yang telah berkaitan dengan hak dan 

kewajiban, antara lain sebagai berikut :  

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999, maka 

dasar perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 butir 1. Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “segala upaya 
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yang ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. 

Perlindungan terhadap konsumen dilakukan sebelum atau pada saat 

atau telah terjadi transaksi yang menimbulkan suatu hubungan hukum 

antara pelaku usaha selaku produsen dengan konsumen sebagai subyek 

hukum, dan barang dan jasa sebagai objek hukum dalam Undang-undang 

ini. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen BAB III tentang Hak 

dan Kewajiban Pelaku Usaha, terdapat dalam termuat dalam pasal 6, 16, 

18, 24.
10

  

Tabel 2.1 

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam UU Perlindungan Konsumen 

Hak Pelaku Usaha Kewajiban Pelaku Usaha 

Pasal Uraian Pasal Uraian 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk pelaku usaha dapat menerima 

pembayaran yang telah sesuai dengan 

kesepakatan dengan konsumen mengenai 

kondisi maupun nilai tukar menukar dan 

jasa dalam perdagangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaku usaha mempunyai kewajiban 

membela diri, jika dalam barang dan jasa 

yang telah diperdagangkan terhadap 

konsumen adanya kerugian, cara 

mengatasinya dengan rehabilitasi nama 

baik apabila terbukti secara hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaku usaha mendapatkan perlindungan 

hukum, jika dari salah satu konsumen yang  

beritikad tidak baik. 

  

Pelaku usaha di dalam hak-haknya telah 

diatur dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan izinnya. 
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 Pelaku usaha memiliki hak atas pembelaan 

diri yang semestinya dalam menyelesaikan 

hukum sengketa dengan konsumen.     

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pelaku usaha, mempunyai hak tidak 

menepati janji atas suatu pelayanan dan 

prestasi yang dimiliki konsumen. 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menempati pesanan dan 

kesepakatan telah menjadi kewajiban 

dalam waktu yang telah disepakati untuk 

menyelesaikan sesuai dengan yang 

dijanjikan. 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa pelaku usaha mempunyai hak dalam 

menolak segala penyerahan kembali yang 

telah dibeli oleh konsumen. 
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Pelaku usaha mampu menundukkan 

konsumen dalam peraturan yang berupa 

aturan baru, tambahan, lanjutan dan 

pengubahan yang dibuat oleh sepihak 

dalam masa pemanfaatan jasa konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaku usaha berhak menolak apapun 

penyerahan dalam pengembalian uang yang 

telah dibayarkan oleh konsumen atas 

kegunaan barang maupun jasa yang 

dibelinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konsumen dapat memberikan kausa 

terhadap pelaku usaha, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dalam 

melakukan segala tindakan sepihak yang 

terkaitan dengan barang ataupun jasa yang 

diangsur oleh konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaku usaha dapat menyatakan pengalihan 

tanggung jawab terhadap konsumen. 

 

 

 

 

  

Pelaku usaha sangat wajib memberikan 

pembuktian, jika hilangnya kegunaan 

barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli 

oleh konsumen. 

 

 

 

 

Pelaku usaha dalam hak untuk mengurangi 

manfaat jasa maupun mengurangi harta 

yang dimiliki konsumen yang terjadi dalam 

objek jual beli jasa. 

 

 

 

 

 
 

Konsumen diharuskan tunduk mematuhi 

peraturan yang ada, dalam aturan baru, 

tambahan, lanjutan maupun pengubahan 

yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha 

dalam pemanfaatan jasa yang dibeli 

konsumen. 

 

 

 

 

 

Konsumen telah memberikan hak 

sepenuhnya kepada pelaku usaha, dalam 

pembebanan hak tanggapan, hak gadai, 

maupun hak jaminan barang yang dimiliki 

oleh konsumen.   

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pelaku usaha lain, jika telah menjual 

barang maupun jasa terhadap konsumen 

tanpa melakukan apapun kepada barang 

tersebut. 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaku usaha lain, dalam melakukan 

transaksi jual beli tidak diperbolehkan 

mengetahui perubahan barang dan jasa 

yang dilakukan pelaku usaha atau tidak 

sesuai dengan mutu. 

 

 

 

 

Sumber : UU Perlindungan Konsumen 

4. Sistem Ijon menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen   



Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang terkait 

dalam sistem ijon sesuai dengan hak dan kewajibannya terdapat dalam 

pasal 6, 16, 18 dan 24. Pasal 6 mempunyai hak untuk menerima 

pembayaran dengan adanya kesepakatan dalam nilai tukar barang atau 

jasa, mendapatkan perlindungan konsumen yang beritikad tidak baik, 

secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan memberikan 

kompensasi. Ganti rugi maupun penggantian jika barang maupun jasa yang 

diterima ataupun dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pada pasal 

16 terhadap konsumen yang memesan dalam salah satu bentuk penawaran 

pelaku usaha kepada konsumen, untuk kesepakatan dengan melakukan 

kontra prestasi dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, 

untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya tanpa adanya ganti rugi 

dari kedua belah pihak. 

Pasal 18 yang bertujuan untuk menyeimbangkan atau 

menyetarakan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha. Mengenai 

prinsip keseimbangan, keadilan,serta mendukung transaksi yang cepat, 

efisien, efektif, serta tercipta kepastian hukum untuk jika ada ketentuan 

hukum yag tidak pasti dan tidak dapat dipungkiri antara pelaki usaha dan 

konsumen. Dalam pasal 24 dalam konsumen maupun produsen itu tetap 

terlindungi, sehingga hubungan antara pelaku usaha pun patut diatur.  

Semua konsumen jika seandainya dirugikan oleh pelaku usaha, 

karena dalam pasal ini memberikan kepastian hukum pelaku usaha 

mempunyai kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen dan 

sebaliknya konsumen akan tetap dapat mengajukan tuntutan kepada pelaku 



usaha walaupun sesungguhnya yang telah melakukan perubahan pada 

barang yang diproduksi adalah pelaku usaha yang lain.
11

 

A. Jual Beli Sistem Ijon Menurut Hukum Islam 

1. Pengertian Jual Beli  

Jual beli merupakan salah satu aktivitas usaha yang sudah 

berlangsung cukup lama di masyarakat, dengan peran yaitu penjual 

sebagai pemilikan benda dan pembeli sebagai kepemilikan ganti.
12

 Hal 

tersebut merupakan hak milik dapat ke tangan pembeli dan suatu barang 

tidak akan tercapai hanya dengan ijab dari penjual.
13

 Akan tetapi harus 

dengan adanya qabul dari pihak pembeli, dengan pindahnya hak dari pihak 

penjual, dalam mengalihkan hak milik terhadap orang lain dengan 

kompensasi atau imbalan tertentu. Harta dan barang yang diperjual belikan 

harus dengan yang halal, bukan dengan benda yang haram, atau asalnya 

dari jalan yang haram. 

Menurut pengertian syariat yang dimaksud jual beli adalah 

pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan 

ganti yang dibenarkan.
14

 Ketentuan jual beli dalam masyarakat telah 

mengalami perkembangan dari tata cara tradisional hingga modern, jual 

beli yang dalam istilah adalah tukar menukar atau barang dengan uang 

yang telah dilakukan dengan merelakan atau melepaskan hak milik dari 

salah satu kepada yang lain. Menurut Malikiyah terdapat dua macam jual 
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beli yaitu jual beli khusus dan jual beli umum. Jual beli khusus adalah 

tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria, bukan kemanfaatan dan 

kelezatan maupun barang tidak diketahui sifatnya atau diketahui terlebih 

dahulu.
15

 

 Jual beli umum adalah menukar barang yang bukan kemanfaatan 

dan kenikmatan, dengan mengikat antara dua belah pihak yang 

menyerahkan ganti penukaran atau sesuatu yang ditukarkan oleh pihak 

lain. Dalam hukum adat perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan 

antara dua belah pihak yang mengikat dirinya untuk menyerahkan sesuatu 

dan pihak lain yang sanggup untuk membayar harga yang telah disepakati. 

Jual beli itu telah sah, apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai 

barang yang akan diserahkan dan harga yang telah dijanjikan. 

2. Rukun dan Syarat Jual beli 

Dalam perbuatan jual beli, harus memenuhi rukun dan syarat-

syaratnya, yang antara lain sebagi berikut: 

a. Rukun Jual Beli 

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan jual beli adalah 

terdiri dari: 

1) Pelaku transaksi (Aqid) yaitu penjual dan pembeli 

2) Objek transaksi (Ma‟qud „Alaih) yaitu barang dan harga 
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3) Akad (Ijab Qabul) yaitu segala tindakan yang dilakukan 

kedua belah pihak saling setuju.
16

 

b. Syarat Jual Beli 

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, 

tentang objeknya, dan tentang lafal. 

1) Saling rela antara kedua belah pihak. 

2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan 

akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. 

3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki 

sebelumnya oleh kedua belah pihak. 

4) Objek transaksi adalah barang yang biasa di serah 

terimakan. 

5) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, 

maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. 

6) Harga harus jelas saat transaksi.
17

 

3. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur‟an, 

sunnah dan ijma para ulama. Barang yang menjadi objek perjanjian jual 

beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan 

jumlahnya pada saat itu akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.
18

 

Adapun dasar hukum dari Al-qur‟an antara lain : 
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a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275
19

 : 

ًَظِ رَنِكَ بِأَا ٍَ انْ ٌُ يِ ٍْطَب ُّ انشَّ ًَب ٌَقُٕوُ انَزِي ٌَتَخَبَّطُ ٌَ إِلَا كَ ٌَ انشِبَب لَا ٌَقُٕيُٕ ٍَ ٌَأْكُهُٕ ََبنُٕاْنَزٌِ ُٓىْ  ََ 

ٍْعُ يِثْمُ  ًَب انْبَّ َٔحَشَوَ انشِبَب انشِ إََِ ٍْعَ  ُّ انْبَّ َٔأَحَمَ انهّ ُّ يَببَب  َٓىَ فَهَ ِّ فَبَتَ ْٕعِظَةٌ يٍِ سَبِ ًٍَ جَبءُِ يَ  فَ

  ٌَ َٓب خَبنِذُٔ ُْىْ فٍِ ْٔنَـئِكَ أَصْحَبةُ انَُبسِ  ٍْ عَبدَ فَأُ َٔيَ  ِّ ُِ إِنَى انهّ َٔأَيْشُ  عَهَفَ 

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu
 
 (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 

di dalamnya.” 

b. Surah Al-Baqarah (2) ayat 276  

َُبكُى َْ ًَبَ صَ ٍَ آيَُُٕاْ أََفِقُٕاْ يِ َٓب انَزٌِ ٍْ ٌَب أٌَُ ْٕوٌ لَا بَ ٌَ ًَ ََبّْمِ أٌَ ٌَأْتِ  ٌِ َِّ  َلَا شَفَبعَةٌ   لَا خُهَةعٌ فٍِ

ٌََٔا ًُٕ ُْىُ انظَبنِ  ٌَ   نْكَبفِشُٔ

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum 

datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak 

ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang 

zalim”.  

c. Surah An-Nisa (4) ayat 29
20

 

ََلَايَا أَيُهَا الّذِيهَ آمَىُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَّكُمْ بَيْىَكُمْ بِالّْبَاطِلِ إِلَا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَه تَزَاضٍ  تَقْتُلُواْ   مِىكُمْ 

 االّلّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا أَوفُسَكُمْ إِنَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah 

Maha Penyayang kepadamu". 
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Maka dari dibolehkannya jual beli tersebut, hukum jual beli ada 4 

macam, yaitu
21

: 

1. Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli; 

2. Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya 

menjual barang untuk membayar hutang; 

3. Sunah, misalnya menjual barang  kepada sahabat atau 

orang yang sangat memerlukan barang yang dijual; 

4. Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk 

diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual 

beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak 

harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak 

ketentraman masyarakat. 

4. Jual Beli Dengan Sistem Ijon Dalam Hukum Islam 

a. Pengertian Ijon menurut Empat Mazhab  

Ketentuan menurut madzhab hanafi telah mempunyai dua 

makna, yaitu makna khusus dan makna umum, yang dalam jual beli 

benda yang sudah dipegang sebab apabila dilepaskan akan rusak atau 

hilang, dengan sesuai kesepakatan di awal. Menurut maliki dan 

madzhab syafi‟i dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, 

tetapi jika melanggar larangan-larangannya syara atau merugikan 

kepentingan umum.
22

 Jual beli tidak sah karena syarat dan rukunnya 

seperti jual beli yang tidak ada kejelasannya. Sedangkan madzhab 

hambali ialah jika barang yang sudah ditukar dengan harta atau 

menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah 

pula tidak sah untuk selamanya.
23
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Tabel 2.2 

Jual Beli dengan Sistem Ijon menurut Empat Mazhab 

Hanafi Maliki Syafi‟i Hambali 

Madzhab Hanafi sistem 

ijon yang dilaksanakan di 

masyarakat telah 

diperbolehkan, tetapi  

pembeli harus segera 

memetiknya, jika tidak 

segera dipetik. Maka akad 

rusak tetapi tidak batal, 

dan jika pembeli bukan 

pemilik asli kemudian ia 

mensyaratkan ketetapan 

di pohon 

Madzhab Maliki tidak 

memperbolehkan jual beli 

dengan sistem ijon ini, jika 

antara penjual dan pembeli 

tetap menjual dengan cara 

ini. Dengan syarat harus 

mengetahui kadar obyek 

transaksi. Maka jual beli 

sah dan bersifat lazim, 

namun makruh. 

Madzhab Syafi‟i  

diperbolehkan jual beli 

dengan sistem ijon ini, 

akan tetapi dengan 

memandang ghararnya 

besar, dan  

memungkinkan 

darinya sehingga  

mengharamkan. 

Madzab hambali dalam 

jual beli sistem ijon ini 

tidak diperbolehkan, 

yang menjadikan 

halangan keabsahannya 

dalam gugurnya buah 

ataupun serangan hama 

yag menjadikan akadnya 

batal. 

 

  

 

  Sumber : Data Sekunder diolah peneliti 

b. Dasar Hukum menurut Empat Madzhab 

Dasar hukum dalam jual beli ijon menurut Malikiyah, 

Syafi‟iyah, Hanabillah dan Hanafiyah bahwa jual beli buah yang 

belum terdapat kemanfaatannya, karena belum terbentuk (masih 

berupa bunga atau belum muncul buah), jika buah tersebut belum 

layak petik, apabila diisyaratkan harus segera dipetik sah.
24

 Maka jual 

beli ini sangat dilarang oleh ulama karena mempunyai unsur gharar 

didalam akad perjanjian jual beli ini. Adapun yang terdapat dalam 

hadis : 

                                                           
24

 Ghufron Mas‟adi, Fiqih Mu‟amalah Kontekstual, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), Hal 138 



ٌَ عَهَى  ًُٕ ًُغْهِ َٔانْ ْٔ أَحَمَّ حَشَايًب  ٍَ إِلاَّ صُهْحًب حَشَّوَ حَلَالًا أَ ًٍِ ًُغْهِ ٍَ انْ ٍْ اَنصُّهْحُ جَبئِضٌ بَ

ِٓىْ إِلاَّ شَشْطًب حَشَّ ْٔ أَحَمَّ حَشَايًب )سٔاِ انتشيزي عٍ عًشٔ بٍ عٕفشُشُٔطِ وَ حَلَالًا أَ ). 

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari „Amr bin „Auf). 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 

05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli adalah sebagai berikut
25

: 

Pertama, ketentuan tentang pembayaran  

a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 

uang, barang atau manfaat. 

b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. 

c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.  

Kedua, ketentuan tentang barang  

a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. 

b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 

c. Penyerahannya dilakukan kemudian. 

d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan. 

e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.  

f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai 

kesepakatan.  

Ketiga, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya:  
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a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan 

kualitas dan jumlah yang telah disepakati. 

b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih 

tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. 

c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih 

rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh 

menuntut pengurangan harga (diskon). 

d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang 

disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang, sesuai dengan 

kesepakatan, ia tidak boleh menuntut tambahan harga. 

e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu 

penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela 

menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. Pertama, 

membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. 

Keempat, menunggu sampai barang tersedia. 

Kelima, pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam 

boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak.  

Keenam, perselisihan. Jika terjadi perselisihan diantara kedua 

belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrase 

syariah setelah tidak tercapai kesepakatan. 

Sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah 

gugurnya buah atau ada serangga hama. Kekhawatiran seperti ini tidak 

terjadi jika langsung dipetik. Sedang jual beli yang belum pantas (masih 



hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.
26

 Namun 

dalam dasar hadis nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga 

tampak kebaikannya. Para Fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga 

alternatif hukum sebagai berikut :
27

 

1. Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik maka sah dan 

pihak pembeli wajib segera memetiknya sesaat setelah 

berlangsungnya akad kecuali ada izin dari pihak penjual. 

2. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun maka boleh. 

3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik 

(tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya fasad. 

c. Gharar menurut Empat Madzhab 

1. Pengertian Gharar 

Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya tertentu 

atau jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut para 

ulama, gharar yaitu ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara atau 

transaksi, atau ketidakjelasaan antara baik dan buruknya dalam jual 

beli yang mengandung kesamaran.
28

 Gharar dapat diartikan dan 

dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai 

dan tujuan di dalamnya, dalam unsur keraguan dalam percapaiannya.
29

 

Menurut madzhab Hanafi, gharar adalah suatu objek transaksinya 

terlihat. Baik itu komoditi maupun uang tidak perlu untuk mengetahui 
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sifat dan karakternya, akan tetapi jika obyek transaksinya tidak 

diketahui penjual dan pembeli. 

Menurut Maliki, gharar adalah penyebutan sifat dan karakter 

baik terhadap komoditi maupun harga, karena tidak adanya kejelasan 

dalam sifat dan karakter komoditi juga harga yang dilarang oleh akad. 

Menurut Syafi‟i, gharar adalah segala sesuatu yang telah terjadi akibat 

yang tersembunyi dari pandangan dalam suatu yang dapat 

memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang 

menakutkan. Menurut Hambali, gharar adalah suatu jual beli yang 

tidak membolehkan dalam transaksi jual beli ada obyek transaksinya 

tidak jelas sifat dan karakternya.
30

 Maksudnya jual beli gharar adalah 

apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara 

menjual kepadanya barang dagangan yang didalamnya terdapat 

cacat.
31

 

Dengan demikian bai al-gharar adalah setiap akad jual beli  

yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang 

yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial. Terdapat 

dalam Surah Al-Baqarah (2) 188 : 

َُكُى بِبنْبَّبطِمِ  ٍْ َٕانَكُى بَ َٕالِ انَُبطِ بِبلِإثْىَِٔلَا تَأْكُهُٕاْ أَيْ ٍْ أَيْ َٓب إِنَى انْحُكَبوِ نِتَأْكُهُٕاْ فَشٌِقًب يِ  َٔتُذْنُٕاْ بِ

  ٌَ ًُٕ  َٔأََتُىْ تَعْهَ

”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 

yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan 

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 

supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 
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orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 

mengetahui”.  

2. Dasar Hukum Jual Beli Gharar 

Jual beli dalam segi hukumnya dibagi menjadi dua, antara lain 

jual beli yang diperbolehkan dan jula beli yang dilarang oleh agama. 

Dalamsyari‟at islam, jual beli gharar itu terlarang dan diharamkan. 

Hukum asal gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui karena 

tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya samar, tidak 

diketahui, tidak bisa diukur, maka jual beli tersebut ba‟i al-gharar. 

Menurut An-Nawawi dalam syarh shahih muslim semua jual beli yang 

disebutkan di atas hukumnya batal. Riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, : 

ٌٍ يَعْهُٕوٍ إِنَى أَجَمٍ يَعْهُٕو َٔصْ َٔ ٍْمٍ يَعْهُٕوٍ  ًْ كَ ًْءٍ فَفِ ٍْ أَعْهَفَ فًِ شَ ٍيَ . 

"Barang siapa melakukan, hendaknya ia melakukan dengan takaran 

yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang 

diketahui"
32

 

 

C. Penelitian Terdahulu 

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa 

sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna 

mengetahui dan memperjelas perbedaan yang subtansial antara peneliti ini 

dengan peneliti sebelumnya : 

Hasil Penelitian “Analisis Hukum Islam Tentang Utang Piutang 

dengan Sistem Ijon (Studi Kasus di Desa Jolotigo Kecamatan Talun 

Kabupaten Pekalongan)”, dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan 
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hukum Islam, karena perjanjian dalam islam tidak diperbolehkan. 

Persamaan peneliti terdahulu dengan  sekarang, untuk mengetahui 

pandangan hukum Islam. Perbedaan peneliti terdahulu mengetahui 

pandangan hukum Islam terhadap perjanjian hutang piutang sedangkan 

peneliti sekarang mengetahui jual beli ijon sudah sesuai dengan Undang-

undang perlindungan konsumen dan hukum Islam.
33

 

Hasil Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pete 

Dengan Sistem Ijon Di Desa Pulung Kabupaten Ponorogo”, dalam 

penyelesaian dengan wanprestasi diperbolehkan menurut hukum Islam, 

karena perjanjian diawal transaksi jual beli. Persamaan peneliti terdahulu 

dan sekarang, untuk mengetahui jual beli ijon diperbolehkan atau 

bertentangan dengan hukum Islam. Perbedaan peneliti terdahulu 

mengetahui sistem ijon dengan wanprestasi diperbolehkan dengan hukum 

Islam, sedangkan peneliti sekarang untuk mengetahui jual beli ijon dengan 

hukum Islam dan hukum Perlindungan Konsumen.
.34

 

Hasil Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil 

Pertanian Padi Secara Tebasan (Studi Kasus Desa Gondowangi 

Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang)”, dalam sistem tebas dengan 

kesepakatan di awal diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam. 

Persamaan peneliti terdahulu dan sekarang untuk mengetahui jual beli ijon 

atau tebasan menurut pandangan hukum Islam. Perbedaan peneliti 
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terdahulu untuk mengetahui jual beli tebasan dalam pandangan hukum 

islam menurut mazhab maliki, sedangkan peneliti sekarang mengetahui 

konsep hukum Islam dan hukum Perlindungan Konsumen.
35

 

 Hasil Penelitian “Perjanjian Jual Beli Buah Jeruk Secara Tebas 

(Beli Dalam Keadaan Masih Dipohon) Desa Tegalsari Kecamatan 

Tegalsari Kabupaten Banyuwangi”, dalam perjanjian telah sah sesuai 

hukum pejabat pembuat akta. Persamaan peneliti terdahulu dan sekarang 

untuk mengetahui jual beli ijon atau tebas sesuai dengan hukum yang ada. 

Perbedaan peneliti terdahulu untuk mengetahui hukum menggunakan 

bukti akta, sedangkan peneliti sekarang untuk mengetahui jual beli ijon 

dengan konsep hukum Islam dan asas hukum Perlindungan Konsumen.
36

 

Hasil Penelitian “Sistem Ijon Dalam Jual Beli Ikan Di Kecamatan 

Seruyan Hilir”, dalam transaksi terdapat unsur gharar kesepakatan di awal, 

karena ada unsur ta‟alluq. Persamaan peneliti terdahulu dan sekarang 

untuk mengetahui hukum Islam keterkaitan unsur gharar. Perbedaan 

peneliti terdahulu mengetahui ada unsur ta‟alluq yang terjadi, sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan konsep hukum Islam dan hukum 

Perlindungan Konsumen.
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